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Standar Pelayanan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Melalui Aplikasi Lapor!

Identitas Pelapor;

Perorangan masyarakat
umum: fotocopy KTP atau
identitas lainnya yang masih
berlaku (Paspor, SIM, Kartu
Pelajar, atau Kartu
Mahasiswa); atau

Pengaduan atas nama
lembaga: fotokopi KTP atas
nama pengadu, fotokopi akte
pendirian organisasi/lembaga,
dan surat kuasa dari lembaga
yang bermaterai.

Mengisi form pengaduan
off line maupun

on line (www.lapor.go.id)
paling lambat

30 hari sejak kejadian.

Bukti kejadian meliputi
lokasi, waktu, dan
dokumen pendukung,
dan kronologi; serta

Sistem, mekanisme,

Pemohon mengisi
formulir pengaduan
dan melampirkan
persyaratan

s

Petugas Pusat
Layanan Pendidikan
Tinggi menerima
laporan hasil tindak
lanjut

dan prosedur

eo"

Petugas Pusat
Layanan Pendidikan
melakukan verifikasi

laporan

5.

Tim Pengelola

Pengaduan Masyarakat

dan Narahubung
LAPOR Ditjen Dikti
menindaklanjuti

laporan

6

Pemohon menerima
laporan tindak lanjut
pengaduan.

~
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Pemohon
mendapatkan laporan
tindak lanjut

Jangka waktu

. pengaduan; serta
/
penyelesaian ;,l/
e
- ;7
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Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan

\N
AYRY
R

Selambat-lambatnya
60 hari kerja bila
berkas lengkap; dan

Layanan dinyatakan selesai
jika pengadu tidak
memberikan tanggapan
maksimal 10 hari kerja setelah

pengaduan ditanggapi. @

Aspirasi, pengaduan, dan saran dapat disampaikan
secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
Alamat: Kemdikbud Gedung D, Jalan Pintu Satu
Senayan, Jakarta 10270

1 H Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
Blaya/ta rlf - B é: langsung via:

T|dak ada b|aya Pusaj Layanan :?26 Pend.idikalj Tipgg[, A )
Email : informasipublik.dikti@kemdikbud.go.id
Website : www.dikti.kemdikbud.go.id

Produk pelayanan
Pengaduan Pelayanan Publik.

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat LAPOR!

SMS ke 1708
Website: www.lapor.go.id




Standar Pelayanan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sistem, mekanisme, dan prosedur

i

e )

\ \ pechonimensi=liformulingy Jika datang ke ULT, Help Desk memanggil nomor urut

. A \ permohonal J nform?5| publi petugas memberikan antrian pengunjung sebanyak tiga
NG laman e-ppld.kgmdlkbud.g nomor antrian; kali dan jika tidak datang akan

. \ - atz:nd:jinagn T::;les;gt;ikzrd dilanjutkan pemanggilan ke nomor

berikutnya dan akan dipanggil
kembali setelah yang bersangkutan
melapor ke petugas dengan
meloncat tiga nomor antrian;

\ Unit Layanan Terpadu (ULT)
Kemdikbud atau ULT Dikti di meja
pelayanan nomor 5 dan 6;

membawa kartu identitas
(KTP/ SIM/ pengenal lainnya); e o

Pemohon atas nama pribadi
¥

Petugas Help Desk Pemohon menuju

memberikan formulir Help Desk dan

permohonan data menyerahkan nomor
untuk diisi oleh antrian;

Pemohon mengisi form

dan menyerahkan foto

kopi identitas pribadi
atau instansi;

pemohon;
Pemohon atas nama Pemohon atas nama LSM
Perusahaan membawa membawa surat keterangan
surat keterangan dari Kementerian Hukum
dari Kehakiman. dan Hak Asasi Manusia; atau D@ é ‘g

Permohonan ditelaah dan Menjelaskan Petugas Help desk
diklasifikasikan oleh Help Undang-Undang memberitahukan kepada
Desk melalui tahapan Nomor 14 Tahun 2008 _ pemohgn untuk EMUIAEEL
sebagai berikut: tentang Keterbukaan informasi/ data yang diminta
Informasi Publik; dengan mengambil langsung
atau melalui email;
d. Evaluasi

Jangka waktu
penyelesaian % %

a. Identifikasi masalah;

b. Pemeriksaan substansi
permohonan informasi;

<. Klarifikasi; dan

J K K h PPID Ditjen Dikti Petugas help desk Pemohon
N S Y tu pemenuhan menyampaikan surat menyampaikan meninggalkan nomor
informasi berlangsung selama 10 permohonan data/ permintaan data/ telepon yang dapat

hari kerja dan dapat di tambah 7 informasi kepada unit informasi kepada dihubungi help desk;
hari kerja penambahan waktu BN T AADEIEED I

N R menguasai substansi
pertama, dan 7 hari kerja informasi;

penambahan waktu kedua.

o s

B|aya/ta rlf Unit terkait PPID Ditjen Dikti menjawab/ Pemohon menerima
memberikan memberikan data/ informasi yang data/ informasi yang
H H data/ informasi diminta melalui email diminta
Tldak ada blaya' yang diminta informasipublik.dikti@kemdikbud.go.id
kepada PPID atau melalui PPID Kementerian jika
Ditjen Dikti; permohonan berasal dari laman
PrOd u k pe laya nan e-ppid.kemdikbud.go.id; kemudian

Data/ Informasi Publik

terkait Pendidikan Tinggi. /’\@

Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan
Kotak Saran dan Pengaduan di Unit Layanan Terpadu Dikti,

Alamat: gedung D Lantai 1 Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman
Senayan Jakarta

Menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan saran
melalui pos elektronik:

informasipublik.dikti@kemdikbud.go.id



% TERMS OF SERVICE

1. Term

2. Licence

Decline

PERSYARATAN
PELAYANAN

Pemaohon datang langsung ke Unit
Layanan Terpadu Pendidikan Tinggi
(ULT Dikti) atau meminta informasi
menggunakan gawai melalui fitur live
chat di laman dikti.kemdikbud.go.id

atau media sosial.
1 HARI

JANGKA WAKTU
DAN PENYELESAIAN

L]
i ',

W

TIDAK DIPUNGUT

THBIAYA

PRODUK

PELAYANAN

Data/ Informasi terkait Pendidikan
Tinggi.

(BN}
W ‘e

PENANGANAN PENGADUAN,
SARAN, DAN MASUKAN

O
AN

1. Kotak Saran dan Pengaduan di Unit
Layanan Terpadu Dikti, Alamat: gedung D
Lantai 1 Kemdikbud, JL. Jenderal Sudirman
Senayan Jakartalantai 1 Kemdikbud, JL.
Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

2.Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
langsung melalui media sosial Ditjen Dikti:
Instagram : @ditjen.dikti
Twitter : @ditjendikti

Facebook : Ditjen.Dikti

Live Chat : dikti.kemdikbud.go.id

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN INFORMASI UMUM

SISTEM, MEKANISME,
DAN PROSEDUR

Secara Tatap Muka

1. Pemohon datang menjelaskan maksud dan tujuan
kepada Petugas front desk;

2. Petugas front desk memberikan nomor antrian dan
mengarahkan pemohon menunggu;

3. Help Desk memanggil nomor urut antrian pengunjung
sebanyak tiga kali dan jika tidak datang akan
dilanjutkan pemanggilan ke nomor berikutnya dan
akan dipanggil kembali setelah yang bersangkutan
melapor ke petugas dengan meloncat tiga nomor
antrian;

4. Pemohon menuju Help Desk dan menyerahkan nomor
antrian;

5. Pemohon menjelaskan lebih rinci terkait informasi
yang ingin didapatkan;

6. Permohonan ditelaah dan diklasifikasikan oleh Help
Desk melalui tahapan sebagai berikut: a. ldentifikasi
masalah; b. Pemeriksaan substansi permintaan
informasi; c. Klarifikasi; d. Evaluasi;

7. Petugas Help desk mencari informasi dan
menjelaskan informasi tersebut pada pemohon.
Apabila membutuhkan waktu lebih lama untuk
mendapatkan informasi yang diperlukan, petugas akan
memberitahukan kepada pemaohon untuk menunggu
informasi/ data yang diminta dengan mengambil
langsung atau melalui email; serta

8. Pemohon meninggalkan nomor telepon yang dapat
dihubungi help desk.

Melalui Media

1. Pemohon informasi menghubungi Pusat Panggilan 126
atau melayangkan pertanyaan melalui fitur live chat di
laman dikti.kemdikbud.go.id atau media sosial Ditjen

o2 Dikti:
« |nstagram : @ditjen.dikti
= Tywitter :@ditjendikti

Facebook : Ditjen.Dikti
Live Chat : dikti.kemdikbud.go.id
2. Petugas mendapatkan notifikasi melalui aplikasi
Omnichannel yang terhubung dengan media layanan
informasi Ditjen Dikti.
3. Petugas menelaah maksud dan tujuan dari pemohon.
4. Petugas mencari informasi dan menjelaskan
informasi tersebut pada pemohon. Apabila
membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan
informasi yang diperlukan, petugas akan
memberitahukan kepada pemahon untuk menunggu
informasi/ data yang diminta dengan mengambil
langsung atau melalui email.




STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN DOKUMEN

SISTEM, MEKANISME,
DAN PROSEDUR

1. Penyampaian usulan kerja sama

2. Persetujuan untuk menindaklanjuti

usulan kerja sama

3. Penelahaan usulan kerja sama

4. Perumusan naskah kerja sama

5. Penandatanganan naskah kerja
sama

6. Penomoran naskah kerja sama

/. Pendokumentasian naskah kerja
sama

8. Pengunduhan naskah kerja sama di

aplikasi pelaporan kerja sama

1-21 HARI

JANGKA WAKTU
DAN PENYELESAIAN

TIDAK DIPUNGUT

BIAYA

PRODUK
PELAYANAN

1. Penandatanganan MOU atau PKS
dengan mitra kerja sama.
2. Inisiasi kerja sama yang akan

dituangkan dalam legal document.

KERJA SAMA

PERSYARATAN
PELAYANAN

1. Surat permohonan kerja sama
kepada Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi.

2. Layanan dukungan administrasi
kerja sama baik untuk kepentingan
internal maupun eksternal organisasi
melalui aplikasi Sistem Pelaporan
Kerja Sama Perguruan Tinggi.

PENANGANAN PENGADUAN,
SARAN, DAN MASUKAN

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat
disampaikan secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kemdikbud

Alamat : Kemdikbud Gedung D, Jalan
Pintu Satu

Senayan, Jakarta 10270

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan
masukan
Langsung via:
Telepon : Pusat Informasi dan Layanan
Terpadu
(PINTU) 126
Website : http://dikti.kemdikbud.go.id

3. LAPOR




Standar Pelayanan
Pengajuan ljin Perjalanan

Dinas Luar Negeri

PERGUALIAN

Tugas Belajar untuk
Dosen/Tenaga Kependidikan
& Surat pengantar darl pemimpin

PT/LLDikti
LoA (Letter of Acceptance)
dari PTLN

Daftar riwayat hidup singkat

e 6

Surat mrjﬂl‘l]laﬂ tugas belajar
ber pimg }
Surat jaminan biaya dari pemberi
blaya (jika biaya dari APEN, sebut-
kan jumlahnya)

Fatokepl KTP

aae@

Surat Pernyataan bermateraj
(tidak melakukan tindakan
tercela, tidak ikut organisasi dll}
Surat Tugas Instans] pemehon

Jadwal/Durasi kegiatan
Tugas Belajar

e @6 aae @

Kunjungan Singkat untuk
Dosen/Tenaga Kependidikan

Persyaratan Pelayanan

Kegiatan
Kemahasiswaan

Pegawai Internal
Ditjen Dikti

Surat pengantar dari pimpinan & Surat pengantar dari & Surat Pengaritar
PT/LLDikti pimpinan PT @ SuistTugas H
Surat undangan (invitation) & Surat undangan (invitation) d
dari pihak LN darl pihak LN (=1 gel:l::nl‘.!n::nqan Agenda
Daftar riwayat hidup singkat @& SuratTugas B

i & Curriculum Vitae
Fotokopi KTP & Daftar riwayat hidup singkat L "
Surat Jaminan blaya (jika ada € Tutdko & SalinanKTP

3 pl KTP
sponsor (sebutkan kisaran =
biaya Jika dari APEN) @ Surat jaminan biaya (jika ada © Surat Pe‘;nyatgan “"‘L::g
Jadwal/agenda kegiatan sanrisof [sehuthariiearan i
selavsditN biaya Jika darl APBN) pampigyean FRLH
Surat Tugas instansi pemohon @& Brosur Pameranjika ada lJ;kﬂ & Dakumen pandukung laiinya
acaranya bersifat promos =

LoA (jika pamohan yang pamer:nj prai & Jadwal Kegiatan
mengajukan kegiatan) @ LoA (jika pemohon yang & Brosur Keglatan (jika acara
Brosur kegiatan (Jika acaranya mengajukan ke Iatayn! bersifat pameran/promosi)
g 1 . i : & LoA (Jika pemohon menga- - -
Jadwal Kegiatan @ Jadwal kegiatan i W;ﬁ"l g2 . 'l

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

FERGISILAN
TINGGE

Dosen dan Tenaga Kependidikan

EMENSETHES KEHENLL

L. SESDITIEN DIKT)

@

| 3 jukan

pemohon h ke salah satu focal

point PDLN di Ditjen Dikti melal.uu aplikasi simpel.setneg.goid,

pengajuan tersebut harus kurang dari 7 hari sebelum waktu

kegiatan. (untuk setneg kurang dari 7 hari)

Catatan:

= Pengajuan perpanjangan tugas belajar dilakukan secara
manual dengan mengirim berkas fisik ke Sekretariat Negara,
{Perpanjangan SP Setneg sudah online melalui SIMPEL}

- Pengajuan PDLN ke negara yg belum memilik] hubungan diplo

matik dengan Rl harus meminta Clearance terlebih dahulu ke

Dir. Keamanan Diplomatik Kemlu [Ditjen Dikt| akan menerblt-

kan surat rekomendasi ke Kementerian Luar Megeri)

Focal point di Ditjen Dikt| akan memverifikas| permehenan dan

Tmer itkan surat dasi sertam ahnya ke
https://simpel.setneg.go.id

Setneg akan lidasi p it 1 yang dire |
kan Ditjen Diktl

Jika permohonan disetujul Setneg, instansi pemohon PDLN
dapat mendownload SP-Setneg melalui operatomya.

Setelah SP-Setneg terbit, pemohon PDLN dapat menghubun-
gi Focal Point di Ditjen Dikt] untuk meminta surat rekomen-
dasi ke Kemlu untuk mengurus Paspor Dinas/Exit Permit/
Rekomendasi Visa di Kemlu.

Focal point df D|tjen Dilctl akan meng-a]ukan bnuk]ng online

por mit/ i visa di
mnhul.e apps KEMIJJ. Jika permohmln disetujul dalam jangka
4 har| pemohen dapat me yang
di Kemlu dengan b o], 1fisik per YA

Harus melaparkan hasil kegiatan sesuai format dari Kemen-
setneg dengan menguniggah df aplikasi SIMPEL (jika tidak
melaporkan, untuk perjalanan ke luar negeri berikutnya
akan di tolak,

Instansi pemohen mengajukan permohonan ke salah
satu focal point PDLN di Ditjen Dikti melalui aplikasi
https://simpelsetneg.go.id, pengajuan tersebut harus
kurang dari 7 harl sebelum waktu kegiatan. (untuk
setneg kurang dari 7 hari}

Catatan: Pengajuan POLN ke negara yg belum memiliki
hubungan diplomatik dengan Rl harus meminta
Clearance terlebih dahulu ke Dir. Keamanan Diplomatik
Kemlu (Ditjen Dikti akan menerbitkan surat rekomendas|
ke Kementerian Luar Negeri)

Focal point di Ditjen Diktl akan meamverifikasi parma-
honan dan menerbitkan surat rekomendasi serta men-
gunggahnya ke https://simpel.setneg.goid

Setneg akan memyalidasi permohonan yang dire-
komendasikan Ditjen Dikti

@ Jikapermoh lisetujui Setneg, |
PDLN dapat mandownload SP-Setneg rrlslal.ui upera—
tornya.

Harus melaporkan hasil kegiatan sesuai format dari
Kemensetneg dengan mengunggah di aplikasi SIMPEL
{jika tidak melaporkan, untuk peralanan ke luar negeri
berikutnya akan di tolak.

Jangka Waktu
Penyelesaian

Standar proses
15 hari kerja

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

Pegawai Internal Ditjen Dikti

Ean P
[

sl Visn

Pengusul melakukan permohonan kepada Sukrutaris Bi-
rektorat Jenderal Pendidikan Tinggi dil
dokumun pnndukung Jika dlbcl.ak maka dokumen a.kan

1 kepada

Jika dlsnujul makaSekrlna!Ls Direktorat Jenderal akan

berikan surat i dan melakukan penga-
Juan melalui aplikasi SIMPEL prada Biro Kerja Sama dan
Humnas (BKH], K ian Pendidikan dan Kebud
Catatan: Pengajuan melalui aplikasi SIMPEL harus
kurang dari 7 hari sebelum waktu kegiatan.

‘Selanjutnya proses verifikasi dilakukan oleh Biro Kerja
Sama dan Humas, Jika ditolak, maka dokumen dikem-
balikan kepada L melalui Sek is Direk
Jenderal Pendidikan Tinggi.

Setelah muncul dokumen SP Setneg dan Exit Permit,
maka dokumen tersebut diteruskan dari BKH kepada

melalui D Pendi-
duknn Tingai.

Harus melaporkan hasil kegiatan sesuai format dari Ke-
SIMPEL
ke luar negeri

L Af L
(jika hdak laporkan, unbuk !
berikutnya akan di tolak.

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

=

L ey T

Pengaduan, saran, dan dapat

secara tertulis melalui surat yang ditujukan kap&da.
Sekretarls Direktorat Jenderat Pendidikan Tinggi,

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

paikan pengad saran, dan masukan
langsunn via:
Telepon:  (021) 57946104 atau Pusat Panggilan
ULT126
Faksimile: -
Emaill: humasdiktiakemdikbud.go.id
Website:  diktikemdikbud.ge.ld

[ Laror:



Standar Pelayanan
Sistem Pelaporan Kerja Sama

Perguruan Tinggi

Persyaratan Pelayanan

<

e/ Pelaksana kerja sama

Surat permohonan kerja sama dari mitra
kepada Pimpinan Perguruan Tinggi

(Universitas untuk dokumen Nota Kesepahaman;
Fakultas atau Program Studi atau Unit Pelaksana
Teknis Lain untuk Perjanjian Kerja Sama; Program
Studi atau Unit Pelaksana Teknis Lain untuk
Perjanjian Kerja Sama dan Implementing
Arrangement /Technical Arrangement)

e/ Jenis Dokumen:

- Nota Kesepahaman
(Memerandum of Understanding)

- Perjanjian Kerja Sama
(Memorandum of Agreement)

- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama
(Implementing Agreement/Technical
Arrangement/Letter of Intent)

@/ Deskripsi Singkat Kerja Sama:

Penjelasan singkat tentang maksud, tujuan
dan ruang lingkup kerja sama

Detail Partner Kerja Sama

e/ Penanggung Jawab Kerja Sama

Jangka Waktu

Penyelesaian

Pengisian laporan kerja sama
sampai batas waktu pelaksanaan
penandatanganan Klasterisasi dan Pemeringkatan

kerja sama itu Perguruan Tinggi yang diadakan

sendiri oleh Direktorat Kelembagaan,
Ditjen Dikti, Kemdikbud.

Penentuan waktu

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

* Untuk memberikan informasi yang berguna
bagi Pemerintah, Calon Mitra, Masyarakat,
Perguruan Tinggi dan Civitas Akademik.

Memetakan trend kerja sama dan memberikan
pemahaman terkait kondisi penyelenggaraan
kerja sama perguruan tinggi.

proses Akreditasi bagi BAN-PT

Data yang terintegrasi secara nasional

* Salah satu variabel pengukur di dalam
* bagi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Sistem, Mekanisme,
dan Prosedur

Jurusan dengan persetu-
juan fakultas membuat dan
menyepakati kerjasama
dengan mitra dan mem-
bentuk tim kerja

Ketua Jurusan Perguruan
Tinggi melaporkan adanya
penjajakan kerja sama
dengan mitra kepada
Pimpinan Perguruan Tinggi

Tim kerja melakukan survei
dan analisis kebutuhan
stakeholder pada lembaga
mitra serta membuat pro-
posal partisipatif dengan
melibatkan stakeholder

Jurusan dan mitra memba-
has kontrak kerjasama dan
selanjutnya mengesahkan
kontrak kerjasama tersebut

Mitra menyetujui proposal
dan dilanjutkan dengan
pembuatan kontrak kerja
dengan jurusan

Tim kerja melak-
sanakan kegiatan

yang telah disepakati
bersama mitra

Pengisian laporan kerja sama dan pe-

Monitoring dan evaluasi

ngunduhan naskah kerja sama pergu- kegiatan dilakukan oleh
ruan tinggi di sistem pelaporan kerja mitra maupun bersama
sama perguruan tinggi (Lapkerma) pihak jurusan/fakultas

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan kan dapatd

@ secara tertulis melalui surat yang ditujukan kapada
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud,
Kemdikbud Gedung D, Jalan Pintu Satu Senayan,
Jakarta 10270

Menyampaikan pengaduan, saran, dan

masukan langsung via:

Telepon @ Pusat Informasi dan
Layanan Terpadu (PINTU) 126

Website - diktlkemdikbud.ge.id




Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi

10



AJUAN
TIPE

AJUAN
TIPE

Mengajukan permohonan dengan membuat
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan
melampirkan daftar mahasiswa dan Surat
Permohonan Pembukaan Periode Pelaporan.
Pada PTS, BAP dikeluarkan oleh LLDikti

Mengajukan permohonan dengan
membuat Surat Permohonan
Pembukaan Periode Pelaporan

e =

i}

Pemohon membuat BAP/Surat
Permohonan Pembukaan
Periode Pelaporan

Pemohon mengupload BAP/Surat
Permohonan Pebukaan Periode Pelaporan
di laman pddikti kemdikbud.go.id di menu
Pelapeoran, submenu Pengajuan Perbaikan
Pelaporan PDDikti

Bila ajuan dari PTS, pengelola
PDDikti di LLDikti memvalidasi

pengajuan perbaikan pelaporan
PDDikti lalu divalidasi dan dipro-
ses oleh pengelola PDDikti pusat.

Bila ajuan dari PTN/PTK, pengelola
PDDikti pusat memvalidasi pengajuan
perbaikan pelaporan PDDikti

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan kan dapat di F

@ secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Sekretatis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggl
Gedung D Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, 10270

Menyamp [= duan, saran, dan

masukan langsung via:

Telepon:  Pusat Panggilan ULT Dikti 126

Email: pddiktiokemdikbud.go.id

Website: sigapkemdikbud.go.id
diktikemdikbud.goid

L LaPoR! N
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STANDAR PELAYANAN
LAYANAN MANAJEMEN AKUN PENGELOLA PDDIKTI

*Tanpa Dipungut Biaya PDDikti

Persyaratan Pelayanan

Permohonan Akun Baru

Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Kedinasan Lainnya (PTKL), LLDikti,

dan Eksternal.

1. Surat permohonan akun dari pimpinan instansi ditujukan kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

2. Mencantumkan identitas pemegang akun.
Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

1. Surat permohonan akun dari pimpinan instansi ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi ¢.q Kepala LLDikti Wilayah yang menaungi perguruan tinggi,

2. Mencantumkan identitas pemegang akun.
Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK)

1. Surat permohonan akun dari pimpinan ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi c.q Pokja PDDikti Kementerian Agama,

2. Mencantumkan identitas pemegang akun.

Penonaktifan Akun

Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Kedinasan Lainnya (PTKL),LLDikti,

dan Eksternal

. Surat permohonan penonaktifan akun dari pimpinan instansi ditujukan kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Perguruan Tinggi Swasta {PTS)

. Surat permohonan penonaktifan akun dari pimpinan instansi ditujukan kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi c.q Kepala LLDikti Wilayah
yang menaungi perguruan tinggi.
Perguruan Tinggi Keagamaan {(PTK)

. Surat permohonan penonaktifan akun dari pimpinan ditujukan kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi c.q Pokja PDDikti Kementerian Agama.

Reset Password Akun

Perguruan Tinggi Negeri {(PTN), Perguruan Tinggi Kedinasan Lainnya (PTKL), LLDikti,

dan Eksternal

« Surat permohonan reset password akun dari pimpinan instansi ditujukan kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Perguruan Tinggi Swasta {PTS)
« Surat permohonan reset password akun dari pimpinan instansi ditujukan kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi c.q Kepala LLDikti Wilayah yang menaungi

perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) 14 HARI
+ Surat permohonan reset password akun dari pimpinan ditujukan kepada JANGKA WAKTU
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi c.q Pokja PDDikti Kementerian Agama. & PENYELESAIAN

PTN, PTKL, LL
mengirimkan

. DIREKTORAT JENDERAL

SISTEM, MEKANISME, & PROSEDUR

PTS mengirimkan persyar t | armia T PTK mengirimkan persyaratan melalui ems

LLDikti wilayah It gai wemenag untuk selanjutnya diterus

diteruskan oleh LLDikt grriai ok menag melalul email pddiktiekemd
pddiktiakemdikbud.go.id,

—

VERIFIKASI

Email Pengelola PDDikti jika Pemohon PTN, PTKL, LLDikti, dan Eksternal
Email Pengelola PDDikti di LLDikti jika Pemohon adalah PTS
Email Pengelola PDDikti di Pokja PDDikti Kemenag jika Pemohon adalah PTK

Layanan, Pengaduan, Saran

pddiktiakemdikbud.go.id emall
Pusat Panagilan ULT DIKTI 126 ; telepon
dikti.kemdikbud.go.id : website




_

PDDikti

Pargkalan Data
Pendrdikan Tanggl

STANDAR PELAYANAN LAYANAN HELPDESK
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI)

Persyaratan Pelayanan

1. Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) /Perguruan
Tinggi Swasta (PTS)/ Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL)/ Perguruan Tinggi
Agama (PTA)

2. Memiliki Akun Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PTN/PTS/PTKL/PTA)

i )

14 HARI Sistem, mekanisme, dan prosedur
J JANGKA WAKTU

& PENYELESAIAN 1. Pemohon membuat Tiket melalui laman
sigap.kemdikbud.go.id

2. Jika Pemohon adalah pengelola PDDikti
PTN/PTA/PTKL maka pembuat tiket akan
Tanpa memilih untuk ditujukan ke pengelola PDDikti
Biaya di Unit Utama ataupun pengelola PDDikti Pusat
. J

Rp

3. Jika Pemohon adalah pengelola PDDikti PTS maka tiket akan langsung ditujukan ke
pengelola PDDikti di LLDikti I-XIV sesuai dengan wilayahnya, dan jika Tiket tidak /
dapat diselesaikan di layer LLDikti maka pengelola LLDikti dapat meneruskan Tiket 4

A S O .\

tersebut ke pengelola PDDikti di Unit Utama atau pengelola PDDikti Pusat sesuai
dengan permasalahannya.

Produk pelayanan
Informasi terkait kendala yang dialami

Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan

Gedung D Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Jln. Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta 10270

e Sekretariat DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi

Email : pddikti@kemdikbud.go.id
Telepon : Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Website :dikti.kemdikbud.go.id



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN AKSES DATA
BY APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API)

( Persyaratan Pelayanan )

1. Pengguna layanan adalah institusi pemerintah baik dari internal
maupun eksternal Kementerian

2. Bagi pengguna layanan dari eksternal Kementerian
diutamakan terlebih dahulu untuk memiliki perjanjian kerjasama

3. Surat permohonan akses data dari pimpinan instansi ditujukan kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

5. Formulir identitas pemegang data serta detail kebutuhan dan tujuan
pemanfaatan data,

6. Pemohon wajib memberikan data balikan kepada Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi

N

N

(Sistem, mekanisme, dan prosedur)

1. Pemohon mengirimkan persyaratan melalui email
pddikti@kemdikbud.go.id
. Berdasarkan pendelegasian dari Pimpinan Pengelola PDDikti Ditjen Dikti
akan melakukan verifikasi dan validasi terkait dokumen permohonan
akses data
3. Penerbitan akses data melalui surat elektronik yang dikirimkan
kepada email Pemohon

ONNAN
N

Informasi akses yang akan di generate menjadi
token serta manual penggunaan akses data

7 B
14 HARI
) JANGKA WAKTU
& PENYELESAIAN

*Tanpa Dipungut Biaya Tambahan
. =

Layanan, Pengaduan, Saran

Unit Layanan Dikti, Gedung D

pddiktiakemdikbud.go.id : email
Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 : telepon
dikti.kemdikbud.go.id : website

A

3 DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN TINGGI



Direktorat
Pembelajaran dan
Kemahasiswaan
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DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTORAT PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN

Persyaratan

@ Perguruan Tinggi luar negeri dan/atau program studi
harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah atau
lembaga yang berwenang.

® ljazah dan transkrip akademik (asli dan berwarna),
apabila tidak ditulis dalam Bahasa Inggris wajib diter-
jemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa
Inggris oleh penerjemah tersumpah (sworn translator).

® Visa studi dan semua halaman paspor yang digunakan
sebagai bukti keluar/masuk negara tempat studi yang
relevan selama masa studi.

® ljazah asli jenjang pendidikan sebelumnya.

® Surat keputusan (SK) Penyetaraan ljazah Luar Negeri
jenjang pendidikan sebelumnya yang diterbikan oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, jika ijazah
jenjang pendidikan sebelumnya didapat dari pendidi-
kan tinggi luar negeri.

@ Katalog atau pedoman akademik (handbook), jika kata-
log atau pedoman tidak dalam Bahasa Inggris, pemo-
hon wajib menerjemahkan ke dalam Bahasa Inggris
atau Bahasa Indonesia.

@ Disertasi bagi lulusan program doctor, tesis bagi
lulusan program master, dan laporan tugas akhir atau
final project report bagi program bachelor.

@ Publikasi yang dimuat di jurnal internasional bagi
program doctor, dan Publikasi yang dimuat sekurang-
kurangnya dalam proceedings bagi lulusan program
masters by-research.

® Foto dengan warna latar belakang merah

Informasi lebih rinci terkait persyaratan dapat

diakses pada tautan:
http://lijazahin.kemdikbud.go.id/

LAYANAN
PENYETARAAN [JAZAH
LUAR NEGERI

Mekanisme & Prosedur

Pemohon mendaftarkan diri pada laman ljazah Luar
Negeri untuk mendapatkan akun LOGIN,
1
Pemohon mengisi borang pendaftaran setelah LOGIN, dan
menggungah semua dokumen yang disyaratkan
|
Operator Ditjen Dikti memverifikasi kelengkapan dokumen

1
Berkas diseleksi oleh operator untuk menentukan berkas yang
akan dievaluasi oleh tim penilai atau diberi surat rekomendasi ke
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI),
|
Tim penilai mengevaluasi dokumen,
|
Jika ijazah pemohon dapat disetarakan, maka surat keputusan
(SK) akan diberikan kepada pemohon dalam bentuk cetak atau
dalam bentuk dokumen elektronik (pdf),

Jika tim penilai memerlukan tambahan dokumen pendukung,
maka proses penilaian akan ditunda sampai pemohon meleng-
kapi seluruh dokumen pendukung yang diperlukan,
|
Jika tim penilai menolak, maka surat penolakan akan diberikan
kepada pemohon.

Waktu Pelayanan
Proses penetapan Surat Keputusan 2 (dua) s.d 7 (tujuh) hari

kerja setelah dievaluasi oleh tim penilai.

S T

K Penyetaraan ljazah idak dipungut biaya.
Luar Negeri

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Disampaikan melalui surat
yang ditujukan kepada:
Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan
Komplek Kemdikbud
Gedung D Lantai 7,

JI. Pintu Satu Senayan,
10270

Q 021-126
@www.lapor.go.id

. ijazahln@kemdikbud.go.id ditjen.dikti

Disampaikan langsung via:

@ ditjen.dikti

[d

. ditjendikti

ijazahln.kemdikbud.go.id




DIREKTORAT JENDE!
PENDIDIKAN T

DIREKTORAT PEMBELAJA
DAN KEMAHASISWAAN

Persyaratan

® Perguruan Tinggi penyelenggara dengan
program studi terakreditasi minimal B

® Perguruan Tinggi sangat membutuhkan
dosen, instruktur, atau tutor dengan keahl-
ian tertentu atau keahlian langka yang
spesifik/unik/tidak biasa dan memiliki sangat
sedikit SDM dengan keahlian tersebut

® Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan
rencana strategis dalam pengembangan
SDM

® Perguruan Tinggi sudah memiliki dan men-
jalankan SPMI

® Perguruan Tinggi sudah memiliki kebijakan,
peraturan, panduan, dan operasional baku
penyelenggaraan RPL

® Perguruan Tinggi sudah menyediakan SDM
yang akan disetarakan dengan sistem RPL
dan memahami bahwa SDM tersebut hanya
dapat bertugas pada Institusi pengusul.

Produk Luaran

I

Surat Keptusan Penyetaraan

Tidak dipungut biaya.

LAYANAN
REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU

Mekanisme & Prosedur

PT melakukan kajian terhadap kualifikasi, keperluan
dosen/instruktur/tutor, dan dokumen portofolio yang
dibutuhkan
|
PT menetapkan tim ad-hoc senat dan tim ad-hoc eksekutif
penyelenggara RPL

Tim ad-hoc senat menetapkan kriteria penyetaraan
kualifikasi melalui RPL

Tim ad-hoc eksekutif mengidentifikasi, menghubungi dan
mengumpulkan calon serta memeriksa kelengkapan dan
keabsahan berkas yang dilampirkan
|

Tim ad-hoc eksekutif melakukan proses asesmen sesuai
kriteria yang telah ditetapkan

|
Pimpinan PT menyampaikan hasil asesmen RPL kepada
senat untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomen-
dasi, kemudian pimpinan PT menerbitkan SK Rektor.

PT mengajukan usulan penetapan kesetaraan kepada
Menteri melalui Ditjen Dikti
|
Ditjen Dikti memverifikasi dokumen usulan
1
Menteri menerbitakan SK Penyetaraan

Waktu Pelayanan
30 (tiga puluh) hari kerja

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Disampaikan melalui surat
yang ditujukan kepada:
Direktur Pembelajaran 021-126
dan Kemahasiswaan
Komplek Kemdikbud
Gedung D Lantai 7,

Jl. Pintu Satu Senayan,
10270

@ www.lapor.go.id

rpliakemdikbud.go.icl

Disampaikan langsung via:

@ ditjen.dikti
ditjen.dikti
@ ditjendikti

rpl.kemdikbud.go.id




DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTORAT PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN

Persyaratan

©® Surat Pengantar mengenai perubahan data
mahasiswa dari Pimpinan Perguruan Tinggi
(Wakil Rektor, Wakil Ketua, dan/atau Wakil
Direktur Bidang Akademik)

® Untuk Perubahan nomor induk mahasiswa,
melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa
(KTM), Kartu Hasil Studi (KHS), ljazah dan
Transkrip Akademik (jika sudah lulus).

® Untuk Perubahan nama mahasiswa, tempat
lahir dan tempat lahir, melampirkan Akte
kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu
keluarga, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM),
ljazah dan Transkrip Akademik (jika sudah
lulus).

® Untuk perubahan nama ibu kandung,
melampirkan Akte kelahiran atau surat kenal
lahir atau kartu keluarga atau ijiazah.

® Untuk perubahan periode pelaporan,
melampirkan Surat Keputusan Penerimaan
Mahasiswa.

® Untuk perubahan jenis kelamin, mengikuti
Persyaratan Umum dan/atau Surat Keputu-
san Pengadilan.

LAYANAN
PERUBAHAN DATA
MAHASISWA

Mekanisme & Prosedur

Perguruan tinggi mengajuan usulan perubahan data
mahasiswa melalui laman PDDIKTI

Ditjen Dikti memverifikasi usulan dari Perguruan Tinggi
Negeri dan Perguruan Tinggi Kedinasan

LLDIKTI memverifikasi usulan dari Perguruan Tinggi
Swasta

Kelompok Kerja pengelola data PDDIKTI dibawah
Kemenag memverifikasi usulan dari Perguruan Tinggi
Agama

Apabila terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi, maka
usulan dikembalikan untuk dilengkapi

30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat

di PDDIKTI

Biaya

Tidak dipungut biaya.

Produk Luaran

Data mahasiswa pada PDDIKTI sesuai dengan yang ter-
tera padaijazah

y

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Disampaikan melalui surat
yang ditujukan kepada:
Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan
Komplek Kemdikbud
Gedung D Lantai 7,

JI. Pintu Satu Senayan,
10270

021-126
sigap.kemdikbud.go.id
@ www lapor.go.id

Disampaikan langsung via:

@ ditjen.dikti r
ditjen.dikti
@ ditjendikti .

pddikti.kemdikbud.go.id




Direktorat
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Layanan Penerbitan
Izin Belajar Bagi Mahasiswa Asing

Layanan penerbitan Izin Belajar (IB) bagi mahasiswa
asing adalah layanan rutin yang dikelola oleh
Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi secara daring melalui laman
https://izinbelajar.kemdikbud.go.id. Bagi mahasiswa
asing, IB merupakan salah satu syarat utama untuk
memperoleh dokumen keimigrasian, baik berupa
Visa Pelajar maupun Izin Tinggal Terbatas, sebagai
legalitas keberadaan mahasiswa asing di Indonesia
sesuai Peraturan Kementerian Hukum dan HAM
nomor 52 tahun 2016 tentang Penerbitan Student
Visa Dan Cap Student Visa.

3 HARI KERJA*

JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

. Mahasiswa Asing menyiapkan persyaratan Izin Belajar
dan menyampaikan kepada Operator IB di perguruan
tinggi.

. Operator IB di perguruan tinggi melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan mengajukan permohonan IB
kepada Direktur Kelembagaan melalui tautan :
https://izinbelajar.kemdikbud.go.id.

. Operator IB di Direktorat Kelembagaan menerima dan
memproses permohonan IB.

. Direktorat Kelembagaan menerbitkan Surat IB secara
Daring.

. Operator IB di perguruan tinggi menyampaikan surat izin
belajar kepada mahasiswa asing.

. Direktorat Kelembagaan menyelenggarakan kegiatan
pengawasan dan pembinaan terhadap mahasiswa asing
dan tata kelola IB di perguruan tinggi.

Persyaratan Permohonan

Permohonan lzin Belajar Baru:

1.

Hasil Pemindaian Surat Permohonan lIzin
Belajar Baru bagi Mahasiswa Asing dari
perguruan tinggi yang ditujukan kepada
Direktur Kelembagaan.

. Hasil Pemindaian Surat Diterima di perguruan

tinggi.

. Hasil Pemindaian ljazah.
. Hasil Pemindaian Paspor yang Sah.
. Hasil Pemindaian Surat Pernyataan yang

ditandatangani oleh mahasiswa asing untuk:
Tidak akan bekerja selama belajar di
Indonesia, Tidak berpartisipasi di dalam
aktivitas politik, dan Mematuhi Peraturan
perundang-undangan di Indonesia.

. Hasil Pemindaian Surat Keterangan Jaminan

Keuangan.

. Hasil Pemindaian Surat Keterangan Sehat.
. Hasil Pemindaian Pasfoto berwarna (standar

foto paspor).

Permohonan Perpanjangan lzin Belajar:

1. Hasil Pemindaian Surat Permohonan

Perpanjangan lzin Belajar bagi Mahasiswa
Asing dari perguruan tinggi yang ditujukan
kepada Direktur Kelembagaan.

. Semua persyaratan yang digunakan pada

permohonan lIzin Baru, ditambah dengan:

a) Hasil Pemindaian KITAS

b) Hasil Pemindaian Surat Tanda Melapor
atau Surat Keterangan Lapor Diri dari
Kepolisian.
Hasil Pemindaian Transkrip Akademik.

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
1. DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D, Lantai 6, Komplek Kemdikbud
JI. Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270

2. Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU)

Telepon: 126

*) sejak permohonan
disampaikan melalui

likasi.
A



STANDAR PELAYANAN PEMBUKAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM STUDI AKADEMIK PADA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan PERGURUAN TINGGI SWASTA

a.Pemimpin PTS mengajukan pembukaan program j.Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk
studi akademik kepada Mendikbud; melayani 1 (satu) program studi akademik dan 1 (satu) orang untuk
- . melayani perpustakaan, disesuaikan dengan kebutuhan;
b.Telah memiliki tentang pendirian Badan
Penyelenggara beserta perubahannya, Surat Keputusan K. Keputusan

Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan izin
pendirian perguruan tinggi;dalam hal pembukaan program
studi akademik pada program magister dan doktor, Rektor/
Ketua wajib melampirkan monodisiplin dan multidisiplin;

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 232/B/HK/2019
tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, usul pembukaan
program studi menggunakan Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum
fkreditasi Pembukaan Program Studi Akademik yang memuat usul
penambahan nama program studi skademik yang berisi:

c.Memiliki persetujuan t?rtulis ?adan Pengalenggara tentang 1) Manfaat program studi akademik yang diusulkan penamaannya;
pembukaan progran studi akadenik yang divsulkan; 2) Kekhasan program studi akademik yang diusulkan penamaannya untuk
et 3 X 3 - program studi akademik:
(0 L ERURY G e DR T sl e S S ) 3) Persyaratan lain yang belum tercantum pada angka 2 (dua) dapat
tentang pembukaan program studi akademik yang diusulkan; dilihat pada Instrumen Penambahan Nama Program Studi pada
. o . . - Perguruan Tinggi, yang dapat diunduh pada laman
e.Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi

akademik sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang
dibuktikan melalui pengisian formulir Instrumen Pemenuhan
Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Akademik
pada Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor;.

Usul penambahan nama program studi akademik tidak untuk program
studi yang sedang

-h

.Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat
(masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak
rekomendasi diterbitkan);

g.Dosen tetap untuk 1 (satu) program studi paling sedikit F{Eir|
berjumlah 5 (lima) orang calon dosen di Universitas, F( r'
Institut, dan Sekolah Tinggi, kecuali ditentukan lain oleh = Jia

peraturan perundang-undangan:

h.Telah tersedia sarana dan prasarana untuk pembukaan program
studi akademik;

i.Kurikulum program studi disusun berdasarkan kompetensi TI DA K D I K E N A KA N B I AYA

lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

il

LLDikti membariks

PENANGANAN, PENGADUAN DAN MASUKKAN

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Direktur Kelembagaan

Gedung D, Lantai 6, Komplek Kemdikbud

JL. Jend. Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta

Telepon: 021-57946063 | Faks: 021-57946062

pA



W STANDAR PELAYANAN PENDIRIAN
y DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PERGURUAN TINGGI SWASTA
i!‘}y Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

==

1.Badan Penyelenggara PTS yang akan didirikan adalah Badan 9.Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk
Penyelenggara yang telah memenuhi legalitas; melayani setiap program studi dan 1 (satu) orang untuk melayani
. . - - Perpustakaan:
2 .Persetujuan tertulis Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan
Akademik dari organ Badan Penyelenggara (misal Ketua 18.Studi kelayakan pendirian PTS penyelenggara Pendidikan
Pengurus Yayasan),atau yang sejenis; Rkademik:
3.Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat 11.0rganisasi dan tata kerja PTS Penyelenggara Pendidikan Rkademik
(masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:
rekomendasi diterbitkan); 1) Unsur penyusun kebijakan;
2) Unsur pelaksana akademik;
4 .Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 3) Unsur penjaminan mutu;
5 (1lima) orang dosen tetap pada Program Sarjana; 4) Unsur penunjang akademik atau sumber belajar; dan

5) Unsur pelaksana administrasi atau tata usaha
S5.Lahan untuk kampus perguruan tinggi yang akan didirikan
memiliki luas paling sedikit 10.868 (sepuluh ribu) m2 untuk
universitas, 8 000 (delapan ribu) m2 untuk institut, dan
5.000 (lima ribu) m2 untuk sekeolah tinggi, dengan status Hak
Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan
Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak
Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu)

12 .Laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan
Akademik yang telah diaudit;

13.Menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana
operasional dari perguruan tinggi (khusus PTS) yang akan didirikan,
yang ditandatangani oleh semua ketua dan semua anggota organ Badan

wilayah kecamatan; iy LA
6.Telah tersedia sarana dan prasarana untuk PTS Penyelenggara
Pendidikan Akademik uang akan didirikan; TI DAK
Jangka Waktu Penyelesaian
7.Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi dan 9 y DI PU N G UT

perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi,

yang dibuktikan melalui pengisian Instrumen Pemenuhan Syarat 3 Bulan BIAYA ATAU

Minimum Akreditasi Program Studi {lihat Bab III angka 2):

8.Kurikulum program studi disusun berdasarkan kompetensi Semenjak penutupan usulan G RATIS
lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

Sy ey L G g S g i S Sy gy

LLDIKTI memproses dan

mengevaluasi permohonan serta CIl EMIED
memberikan rekomendasi SILEMKERMA

gara memahon
rekomendas ¢

TS penyelenggara
kademik kepada
kbud

PENANGANAN, PENGADUAN DAN MASUKKAN

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Direktur Kelembhagaan

Gedung D, Lantai 6, Komplek Kemdikbud

JI. Jend. Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta

Telepon: 021-57946063 | Faks: 021-57946062
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STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PERGURUAN TINGGI SWASTA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

1.Badan Penyelenggara yang mengajukan Perubahan PTS 11.Kurikulum program studi disusun berdasarkan kempetensi lulusan
Penyelenggara Pendidikan Akademik (sesuai dengan macam sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan
perubahan) telah memenuhi legalitas; perundang-undangan;

2.Badan Penyelenggara yang mengalih kelelakan/menggabungkan/
menyatukan dan yang menerima alih kelola/penggabungan/
penyatuan membuat kesepakatan alih kelola/ penggabungan/

12.Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk
melayani setiap program studi dan 1 (satu) orang untuk melayani

penuyatuan PTS yang dilakukan,yang berisi kejelasan tentang Al A
mahasiswa, dosen tetap dan tenaga kependidikan, sarana
prasarana,hutang piutang (jika ada),dokumen legalitas 13.Studi kelayakan perubahan PTS penyelenggara pendidikan akademik;
perguruan tinggi yang akan dialihkelolakan/ digabungkan/
disatukan, serta dengan mencantumkan klausula yang 14.0rganisasi dan tata kerja PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik
menyatakan bahwa kesepakatan ini baru berlaku apabila izin yang akan berubah memiliki S5 (lima) unsur, yaitu:
alih kelola/penggabungan/penyatuan telah diterbitkan oleh a) Unsur penyusun kebijakan;
Mendikbud; b) Unsur pelaksana akademik;
¢) Unsur penjaminan mutu;
3.Keputusan izin pendirian PTS serta semua izin pembukaan d) Unsur penunjang akademik atau sumber belajar; dan
program studi beserta semua perubahannya: e) Unsur pelaksana administrasi atau tata usaha.
4.Persetujuan Tertulis tentang Perubahan PTS Penyelenggara 15.Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PTS Penuelenggara Pendidikan
Pendidikan Akademik dari organ Ketua Pengurus Badan Akademik ;
Penyelenggara;

16.Rencana strategis PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik yang akan
berubah;

Rernanien E15 RelAIanggRra Fansidikan RKACES it 17.Laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan
Akademik yang telah diaudit;

6.Memperoleh Rekomendasi tertulis dari Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi atau LLDIKTI (masa berlaku rekomendasi 18.Henyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana
paling lama 1 tahun sejak rekomendasi ditandatangani): operasional dari perguruan tinggi (untuk PTS) hasil perubahan, yang

ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara

T.Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah
5 (lima) orang dosen tetap pada Program Sarjana;

8.Lahan untuk kampus perguruan tinggi yang akan dibentuk
memiliki luas paling sedikit 10.888 (sepuluh ribu) m2 untuk
universitas, 8.800 (delapan ribu) m2 untuk institut, dan =
5.000 (lima ribu) m2 untuk sekolah tinggi, dengan status F{E]rl

Hak Milik. KerJa

9.Telah tersedia sarana dan prasarana untuk PTS Penyelenggara
Pendidikan Akademik

10, Hemenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi dan
perguruan tinggi sesual standar nasional pendidikan tinggi,

yang dibuktikan melalui pengisian Instrumen Pemenuhan Syarat TI DA K D I P U N G U T B I AYA

Minimum Akreditasi Program Studi:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l
: S5.Pertimbangan Tertulis dari Senat PTS tentang Rekomendasi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|

Y ;
- =
- - - .
Badan Penyelengara mengajukan Direktarat Jenderal Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan
permohonan ke Direktorat Tingai me kan evaluasi Tinggi mengajukan usulan
Jenderal Pendidikan Tinggi melalui dokurmen us sesual dengan tertulls Perubahan Perguruan perguruan tinggi swasta
silemkerma kemdikbud.go.id prosedy rsyaratan yang Tinggi Swasta kepada Mendikbud penyelenggara pendidikan
dilengkapi dokumen persyaratan ditetapkan dalam Pedoman)
e ‘ PENANGANAN, PENGADUAN DAN MASUKKAN
}‘J‘H t Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
e e Direktur Kelembagaan
{’g’} =S ‘:5\'3,;5 Gedung D, Lantai é6, Komplek Kemdikbud
x-ﬁ.ﬂ:_f? f‘},.,,i' JL. Jend. Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta
b O Telepon : 021-57946063 | Faks: 021-57946062 | Email : penataankelembagaan@kemdikbud.go.id
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Direktorat
Sumber Daya
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w Direktorat Jenderal

i@} Pendidikan Tinggi
Direktorat Sumber Daya

=~

Standar Pelag/a nan
PENILAIAN ANGKA KREDI

T KENAIKAN

PANGKAT/JABATAN TENDIK

Persyaratan
Pelayanan

Perguruan Tinggi Negeri dan

pengusul tenaga kependidikan dengan
an (NITK) yang sudah ditandatangani oleh
ditunjuk dan distempel dinas.

3.Fotokopi ijaza disahkan oleh pejabat yang berwenang (untuk ijazah S3
mohon disertakan status akreditasi prodi/institusi).

4 Scan ijazah luar negeri serta SK penyetaraan dari Dit. Pembelajaran dan
Kemahasiswaan bagi pengusul lulusan pergurdan tinggi luar negeri.

5.Fotokopi surat keputusan pemberian tugas atau izin belajar disahkan oleh pejabat
yang berwenang.

6.Fotokopi surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas
belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang.

7.Fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional, disahkan oleh pejabat
yang berwenang.

8.Fotokopi sertifikat pelatihan paling dasar calon pegawai negeri sipil, disahkan oleh
pejabat yang berwenang.
9. Asli DUPAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

10.Fotokopi SK CPNS/PNS, disahkan oleh pejabat yang berwenang.
11. Fotokopi PAK terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang.

13.Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang
berwenang.

14. Fotokopi SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dua tahun terakhir disahkan oleh pejabat
yang berwenang.

15. Fotokopi surat keputusan NIP Konversi, disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16.Fotokopi Kartu Pegawai, disahkan oleh pejabat berwenang.

17. Fotokopi bukti fisik pengelolaan laboratorium, disahkan oleh pejabat yang berwenang.
18. Fotokopi bukti fisik pengembangan profesi, disahkan oleh pejabat yang berwenang.
19-Fotokopi unsur penunjang, disahkan oleh pejabat yang berwenang.

20.Asli surat keterangan formasi, disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan

Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud

- Aspirasi, pengaduan, dan saran dapat disampaikan secara tertulis
<g, melalui surat yang ditujukan kepada:
\" . ><
Seo »} . Alamat: Kemdikbud Gedung D Lantai 5, Jalan Pintu Satu Senayan,

Jakarta 10270
Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
‘@ Pusat Layanan :126 Pendidikan Tinggi.
N Email : kariertendik@kemdikbud.go.id

5%

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat LAPOR!
&: SMS ke 1708 1
Website: www.lapor.go.id

N

Sistem, Mekanisme,
dan Prosedur

Wil N Alur prosedur PAK tendik
o \

Y TTTTTTTTFIPPEPPPP

O ditolak

uring

Dikdaya
Memverifikasi

Mengajukan Usulan clom (e e

Penilaian L]
(1
ditolak 5

Y ... -

Penetapan
SK

7
722 ¢\
7+,
//I v
= 60

Hari

N
Biaya/tarif

Tidak ada biaya.
Produk pelayanan

PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN
PANGKAT/JABATAN TENDIK

25




Direktorat Jenderal

Prektoricumbiioaya  Standar Pelayanan

Registrasi Tenaga Kependidikan

Sistem, Mekanisme,
dan Prosedur

| Scan E-KTP

7). Soft Copy Foto
4x6 berwarna.

Scan SK Penempatan
Terakhir dari Pejabat

: W\ Pelaya nan yang berwenang.

Scan ljazah asli atau copy ijazah yang telah
dilegalisir sesuai jenjang yang diusulkan.
*Jika ljazah dari luar negeri agar ada penyetaraannya.

) Scan SK Jabatan Fungsional (Jika ada)
®sesuai jenjang yang diusulkan.

%) Scan SK Kepangkatan (jika ada) sesuai
jenjang yang diusulkan.

e

~

(\ 20
’ Jangka waktu ;/ 207
0 \ penyelesaian ~ ¥ ’,,/

: v
= (15)
Y

Selambat-lambatnya 15
hari kerja bila berkas
lengkap; dan

Biaya/tarif Produk pelayanan

Tidak ada biaya. Registrasi Tenaga Kependidikan.
Y4

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Pusat Layanan :126 Pendidikan Tinggi.
Email : kompetensitendik@kemdikbud.go.id
Website : sdm.pddikti.kemdikbud.go.id

Aspirasi, pengaduan, dan saran dapat disampaikan secara
<a> tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

—
Direktur Sumber Daya, Jenderal Pendidikan Tinggi
Kemdikbud . .
\ Alamat: Kemdikbud Gedung D Lantai 5, Jalan Pintu Satu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
- LAPOR! :

SMS ke 1708 -
Website: www.lapor.go.id

X

&




Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
Direktorat Sumber Daya

Standar Pelayanan

oy

untuk Sarjana Unggul
(PMDSU)

1. Adanya calon pembimbing/promotor
yang dicirikan oleh :

e Memiliki rekam jejak penelitian yang jelas.

Q Sudah menghasilkan publikasi internasional
yang kerap mendapatkan sitasi dengan nilai
Jindeks dari Scopus minimal 4.

o Memiliki jabatan fungsional minimum
lektor kepala dan bergelar doktor.

72} Adanya program studi yang sesuai
dengan bidang studi promotor.

%} Program studi tersebut minimal terakreditasi B.

Adanya peraturan akademik yang menjamin
terselanggaranya PMDSU

e Memungkinkan mahasiswa yang masuk dengan ijazah S1 untuk
menyelesaikan program S3 dalam waktu 4 tahun, baik melalui
program penyelesaian S2 maupun tanpa menyelesaikan S2.

@ Memungkinkan mahasiswa PMDSU mempunyai rencana studi
paripurna.

Khusus untuk program studi di bidang seni prestasi dalam bentuk pameran, pagelaran
atau unjuk karya sejenis pada tataran internasional dapat disetarakan dengan publikasi
internasional. Meskipun demikian, calon promotor bidang seni harus pernah melahirkan
tulisan minimal sebagai publikasi nasional.

\
e

Penyelesaian Seleksi
PT dan Promotor
Penyelenggara
Beasiswa PMDSU

Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan

N Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kemdikbud
Alamat: Kemdikbud Gedung D Lantai 5, Jalan Pintu Satu

Senayan, Jakarta 10270

Aspirasi, pengaduan, dan saran dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor

Sistem, mekanisme,

o Telah meluluskan mahasiswa program doktor. : \\\\\Qda n prosed ur

S\
AN
NN
f N N ]
RN (2]

Perguruan Tinggi Mengikuti
Workshop Penulisan
Sebagai Penyelenggara
Beasiswa PMDSU

Perguruan Tinggi
Menyusun Proposal
Sebagai Penyelenggara
Beasiswa PMDSU

<)

© |
@) %

Review Oleh

Y Perguruan Tinggi
Kemendikbud & Mengumpulkan
Tim PMDSU Pzl

Penyelenggara
Beasiswa PMDSU
Sesuai Tenggat Waktu
Visitasi Ke Perguruan

Tinggi e

Mendaftar Kembali
Di Tahun Berikutnya

TIDAK

Memenuhi
N |

1 Syarat? ‘

F
-
YA Memenuhi ||/|||
Syarat? 1 20 0
(7.) — Y

. Pleno Penetapan

Menetapkan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Dan

dan Promotor Penyelenggara Promotor Penyelenggara
PMDSU PMDSU

Biaya/tarif
Gratis/Tidak Di Pungut Biaya.

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Pusat Layanan :126 Pendidikan Tinggi.
Email : bppdn@kemdikbud.go.id
Website : http://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/pmdsu
http://dikti.kemdikbud.go.id

\YA

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat LAPOR!

SMS ke 1708 -
Website: www.lapor.go.id

Ye
3%
\5

Produk pelayanan

Penetapan Perguruan Tinggi
Penyelenggara dan Promotor
Beasiswa Pendidikan Magister
Menuju Doktor Untuk Sarjana

Unggul (PMDSU)
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Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
Direktorat Sumber Daya

Persyaratan
Pelayanan

.V.

Pelamar Mencari Informasi
Secara Rinci Tentang
Promotor dan Bidang Studi
Promotor

Paralel

Pelamar mendaftar ke Pelamar mend%

sekolah/program diri sebagai pelamar
pascasarjana PMDSU melalui laman

penyelenggara yang
dituju beasiswadosen.kemebdikbud.go.id

Pelamar Mengunggah e -

Dokumen yang di

Persyaratkan
TIDAK Memenuhi

Mendaftar Kemball
Di Tahun BerlLutnya j Syarat?
" “% Seleksi oleh Dit
’_\(_\

Sumber Daya

PT Mengusulkan
kandidat calon penerima
beasiswa PMDSU yang
lulus seleksi akademik
dan diusulkan oleh
promotor

Dit. Sumber Daya menetapkan
Penerima Beasiswa PMDSU

Dokumen yang harus diunggah Pelamar :

a. Salinan ijazah dan transkrip (IPK) S1yang telah dilegalisasi;

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c. Surat keterangan sehat jasmani dan bebas narkoba yang
dikeluarkan oleh Dokter/Rumah Sakit Pemerintah;

d. Surat pernyataan sedang tidak menerima beasiswa dari sumber
lainnya;

e. Surat rekomendasi dari dosen pembimbing.

FTOUURK pPpEldydlld




Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
Direktorat Sumber Daya

oy

Dalam Negeri

Persyaratan Pelayanan

1. Dosen tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan yang telah mempunyai NIDN/NIDK.

2. Tidak sedang mendapatkan tugas tambahan sebagai Sekretaris
Program Studi, Ketua Program Studi, Wakil/Pembantu Dekan, Dekan,
Wakil/Pembantu Rektor, Rektor.

3.Batas usia pelamar adalah 50 tahun terhitung pada tanggal 30
September di tahun pemberian beasiswa.

4.Pelamar hanya diperbolehkan melamar pada satu perguruan tinggi
(PT) penyelenggara BPPDN.

5.Beasiswa tidak diberikan kepada pelamar yang sedang mendapatkan
beasiswa yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia.

6.Pelamar memenuhi persyaratan akademik, mengikuti aturan dan
ketentuan Pascasarjana Penyelenggara.

7.Pelamar memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009.

8.Beasiswa tidak diberikan kepada pelamar yang sudah bergelar Doktor.

9.Penerima BPPDN diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan
akademik yang berlaku di Pascasarjana Penyelenggara dan/atau

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009.
Jangka waktu pemberian BPPDN untuk jenjang Doktor adalah maksi-
mum 36 bulan.

11.Setelah menyelesaikan studi, penerima BPPDN diwajibkan untuk
kembali mengabdi ke perguruan tinggi tempat bekerja selama 1n+1
tahun (n adalah lama masa menerima BPPDN dalam satuan tahun)
sesuai Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009.

12.Penerima BPPDN yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di

atas dikenakan sanksi berupa pengembalian dana BPPDN sebesar

dua kali jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian

yang berlaku (sesuaikan dengan pernyataan yang tertera di permendi-

knas).

\ Hingga Penerima
ﬂ BPPDN menyelesaikan
N studi sesuai dengan . .
durasi beasiswa Hlnggal selesai
periode
kewajiban
mengabdi

anganan pengaduan,
saran, dan masukan

Aspirasi, pengaduan, dan saran dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Hingga penerbitan
Surat Keputusan
penetapan penerima
beasiswa

I

B

Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kemdikbud

Alamat: Kemdikbud Gedung D Lantai 5, Jalan Pintu Satu
Senayan, Jakarta 10270

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Pusat Layanan :126 Pendidikan Tinggi.

Email : bppdn@kemdikbud.go.id

Website : http://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/bppdn
http://dikti.kemdikbud.go.id

A\/

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat LAPOR!

SMS ke 1708 -
Website: www.lapor.go.id

Penerima BPP-DN diwajibkan
kembali
perguruan tinggi tempat bekerja

Standar Pelayanan
Beasiswa Pendidikan Pascasarjana

Sistem, mekanisme,
dan prosedur

Pelamar mendaftar
online di laman

beasiswadosen.kemdikbud.go.id/bppdn

PPS menetapkan
status pelamar
melalui web beasiswa

Pleno penetapan
penerima beasiswa

Dit Sumber Daya mengirimkan|
SK kepada PPS Penyelengara

mengabdi ke

Wajib selama
Tn+1 tahun

pengumuman oleh
PPS tempat studi

penerima bppdn

Biaya/tarif
Gratis/Tidak Di Pungut Biaya.

Produk pelayanan

Surat Keputusan Direktur
Sumber Daya tentang
Penetapan Penerima Beasiswa




'----------‘

- = Persyaratan Pelayanan

Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
Direktorat Sumber Daya

Dosen tetap PTN/PTS di lingkungan Kemdikbud dan
memiliki NIDN

Memiliki gelar S2/setara

Tidak sedang studi S3 (on-going)

Tidak untuk mendapatkan gelar kedua pada jenjang
yang sama

Memiliki Letter of Acceptance tanpa syarat

Memiliki proposal penelitian yang disetujui calon
promotor

Usia maksimum 47 tahun

Melampirkan surat izin dari pimpinan PTN (bagi
dosen PTN) atau pimpinan LLDikti (bagi dosen PTS)
Dosen berstatus suami-istri tidak diperkenankan
dibimbing promotor yang sama

10. Menyertakan surat pernyataan di atas materai

1.

12.

PELAMAR MENDAFTAR ONLINE§ DIREKTORAT SUMBER

tentang kesediaan mengabdi 2n+1 usai studi
Menyertakan salinan KTP

Menyertakan salinan sertifikat bahasa Inggris yang
diterbitkan maksimal 2 tahun sebelumnya, dengan
ketentuan skor:

a. TOEFLITP minimal 550;

b. TOEFL iBT minimal 73;

c. [ELTS minimal 6.0;

d. TOEIC minimal 650;

e. PTE minimal 50.

Jangka waktu Penyelesaian:

5 bulan s.d. penerbitan SK Penetapan Penerima

BPPLN

mendaftar
kembali di tahun
berikutnya

LULUS

MELAKUKAN SELEKSI
DAYA MELAKUKAN WAWANCARA

SELEKSI ADMINISTRATIF

DI LAMAN BEASISWA DAN
MENGUNGGAH DOKUMEN
PERSYARATAN

PENERIMA BEASISWA
MELAPORKAN KEPULANGAN
KE DIREKTORAT SUMBER
DAYA SETELAH LULUS
STUDI

PENERIMA BEASISWA MELAPORKAN
DATA KEMAJUAN STUDINYA
MELALUI LAMAN
studi.kemdikbud.go.id
UNTUK PROSES PENCAIRAN
BEASISWA PER SEMESTER

- - - - =g

‘----------

DIREKTORAT SUMBER
DAYA MEMPROSES PENCAIRAN
BEASISWA BERDASARKAN DATA JJ LUAR NEGERI MELALUI LAMAN
REKENING PENERIMA YANG ADA
DI LAMAN
studi.kemdikbud.go.id

10.

1.

12.

DIREKTORAT SUMBER DAYA
MELAKUKAN LOKAKARYA
BAGI PESERTA LOLOS
SELEKS| WAWANCARA

MELAPOR DATA REKENING

STANDAR LAYANAN
BEASISWA PENDIDIKAN

PASCASARJANA LUAR NEGERI
(BPP-LN)

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pelamar mendaftar dan mengunggah berkas

di http://beasiswadosen kemdikbud.go.id/
bppln

Tim Sekretariat melakukan seleksi administrasi
berkas pelamar

Tim Reviewer melakukan seleksi wawancara
terhadap pelamar yang lolos seleksi
administrasi

Direktorat Sumber Daya menyelenggarakan
lokakarya pra-keberangkatan bagi pelamar
yang lolos seleksi wawancara

Direktorat Sumber Daya menerbitkan Surat
Keputusan penetapan penerima BPPLN

Instansi asal penerima BPPLN mengusulkan
pembuatan SP-Setneg kepada Direktorat
Sumber Daya

Direktorat Sumber Daya menerbitkan Surat
Rekomendasi penerbitan SP-Setneg

Penerima BPPLN berangkat ke negara tujuan
studi S3

Penerima BPPLN melaporkan data rekening LN
melalui http://studi.kemdikbud.go.id

Direktorat Sumber Daya memproses pencairan
BPPLN ke rekening LN penerima BPPLN
Penerima BPPLN melaporkan kemajuan studinya
per semester melalui http://studi kemdikbud.go.id
Setelah lulus studi, penerima BPPLN melaporkan
kepulangannya ke Direktorat Sumber Daya dan
selanjutnya mengabdi selama 2n+1 di instansi
asalnya

PT ASAL MENGUSULKAN
PEMBUATAN SURAT PENUGASAN
{SP) SETNEG DENGAN MELENGKAPI
PERSYARATAN SESUAI KETENTUAN
DIREKTORAT SUMBER DAYA

DIREKTORAT SUMBER
DAYA MENERBITKAN SK
PENETAPAN PENERIMA
BEASISWA

PENERIMA
BEASISWA
BERANGKAT
STUDI
PENERIMA BEASISWA DIREKTORAT SUMBER DAYA
MENGELUARKAN SURAT
PENGANTAR UNTUK PEMBUATAN

studi.kemdikbud.go.id SP KE SETNEG

Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan, saran dan masukan secara institusional dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Alamat: Gedung D, Lantai 5, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat

Telepon : 126 (ULT DIKTI) | Laman : https://dikti.kemdikbud.




w Direktorat Jenderal
i% Pendidikan Tinggi
=<y Direktorat Sumber Daya

Standar Pelavyanan
PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN

PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN

Persyaratan
EIEVELED

an Perguruan Tinggi Negeri
erkait.

ata lengkap hasil cetakan dari

g sudah di tandatangani oleh
pejabe abat dan distempel dinas.

3.Scan ijaza yang disahkan oleh pejabat berwenang
(untuk) ijazah S3 mohon disertakan status akreditasi
(prodi/institusi). X

4Scan ijazah luar negeri serta SK penyetaraan dari Dit.

Pembelajaran dan Kemahasiswaan bagi pengusul lulusan
perguruan tinggi luar negeri.

5.Scan abstrak Disertasi/Thesis.
6.Scan surat keputusan pemberian tugas atau izin belajar
disahkan oleh pejabat yang berwenang.

7.Scan surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai
melaksanakan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang
berwenang.

8Scan DUPAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang.

9.Scan PAK terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang.

10.Scan surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh pejabat yang
berwenang.

11.Scan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh
pejabat yang berwenang.

12.Scan PPKP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai) dua tahun terakhir
disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk PNS dan PNS
dpk sedangkan untuk dosen tetap bukan PNS menyesesuaikan.

13.Scan Surat Pernyataan Melaksanakan Penelitian.
14Scan Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan
Tinggi dan daftar hadir.

15Scan Surat Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah.
16.Scan Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah.
17.Scan Sertifikat Pendidik untuk Dosen.

Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan

- Aspirasi, pengaduan, dan saran dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada:
»A‘ Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud

Alamat: Kemdikbud Gedung D Lantai 5, Jalan Pintu Satu Senayan,
Jakarta 10270

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

oo

0

‘ Pusat Layanan : 126 Pendidikan Tinggi.
\ Email : karierpendidik@kemdikbud.go.id

=
3

: www.pak.kemdikbud.go.id

J

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat LAPOR!

%: SMS ke 1708
Website: www.lapor.go.id

Sistem, Mekanisme,
dan Prosedur

Alur prosedur Lektor Kepala

by G
. g g3
n s Lolos?
A H ’l/ﬁ .
<( 1) (o S
Pengusul ilai
LektquKepala Penllla|an ditolak :

LK L (T Revisi

45hari
0§ og

disetujui

Penetapan PAK
SK
Wt N Alur prosedur Guru Besar
oV \

ditolak

Y Y

] ditolak @)

Dikdaya
memverifikasi

Raepel dan Memvalidasi = 5 ‘ P

Guru Besar

ditolak B
LR )

| |
Y-

disetujui

e
//
s,
“oe,
’//’ : GB

55hari

&

Biaya/tarif
Tidak ada biaya.
Produk pelayanan

PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN
PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN




Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
Direktorat Sumber Daya

i

2y

=T\

Standar Pelayanan

Sertifikasi Pendidik

Persyaratan Pelayanan

1.Terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi
(PD-DIKTI). °

2.Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya
pendidikan minimal S2/setara.

3.Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau
Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

4.Pengalaman mengajar minimal dua tahun secara
berturut-turut pada perguruan tinggi sebagai dosen
tetap.

5.Memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli.

6.Memiliki pangkat/golongan ruang atau Surat Kepu-

tusan Inpassing/penyetaraan dari pejabat yang ber-

wenang.

90

HARI

kerja

Sampai Kelulusan
Sertifikasi Pendidik

Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan

Aspirasi, pengaduan, dan saran dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

R

B

Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kemdikbud

Alamat: Kemdikbud Gedung D Lantai 5, Jalan Pintu Satu
Senayan, Jakarta 10270

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Pusat Layanan :126 Pendidikan Tinggi.

Email : serdos(@kemdikbud.go.id

Website : sister.kemdikbud.go.id
http://dikti.kemdikbud.go.id

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat LAPOR!

SMS ke 1708
Website: www.lapor.go.id

P Sistem, mekanisme,
\
XY dan prosedur

\
.
L SN N

|

Dosen memperbaiki DitEufnber IDEVEY
data %g1a|bezl)|g|ble menyampaikan data
. D3 sebagai Calon DYS

'e
9&"

‘Q*\ >

: Calon DYS mengunggah
Perghltungan data yang dibutuhkan

NGB & NPS (D4)

PTN/LLDikti verifikasi

dan mengajukan calon

*.?

Penilaian
Portofolio DYS dinilai
oleh 2 Asessor

=}
DYS Menyusun Deskripsi
Diri, Validasi, CV, Upload
Lembar pengesahan (D5)

PT/LLDIKTI mengaju-
kan dan sinkronisasi

Keterangan

*Foto, Validasi Biodata, Klaim nilai bahasa inggris,
Potensi akademik, Menilai diri sendiri dan Penilaian
oleh mahasiswa, rekan sejawat serta atasan.

** Perhitungan NGB & NPS
1. Jabatan Fungsional

2. Pendidikan Terakhir

3. Kepangkatan

4. Nilai Bahasa Inggris

5. Nilai Potensi Akademik
6. Nilai Persepsional

Kelulusan Sertifikasi
Pendidik

Biaya/tarif
Gratis/Tidak Di Pungut Biaya.

Produk pelayanan
Sertifikat Pendidik



Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
Direktorat Sumber Daya

Persyaratan Pelayanan Sistem, Mekanisme, dan SOP

Persyaratan Utama NIDN dan NIDK: + Operator PTN dan PTS dibawah Kemdikbud dan K/L lain yang
+ Scan E-KTP/Surat keterangan domisili. menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi mengunggah
- Soft copy foto 4x6 berwarna dan menggunakan persyaratan p.ad.a laman: pc.ldikti.kemdikbud..go.i.d.
pakaian resmi *+ Operator LLpIktI Qan K/L I_aln m_elakukan validasi dokumen terhadap
usulan PT di masing-masing wilayah.

* Scan _SK Dosen Tetap (SK CPNS/PNS bagi pegawai « Direktorat Sumber Daya, Ditjen Dikti memvalidasi dokumen yang
negerl) diusulkan oleh PTN serta dokumen yang sudah tervalidasi oleh
« Scan ijazah setiap jenjang pendidikan strata (minimal LLDikti dan K/L lain.
Pendidikan S2, SK Penyetaraan ljazah bagi lulusan + Direktorat Sumber Daya, Ditjen Dikti menyampaikan penolakan
N usulan registrasi yang tidak memenuhi syarat kepada pengusul.
Luar Negeri) . o -
. . + Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti menyetujui dan menetapkan
* Scan surat keterangan sehat rOhan_l' jasmani dan NIDN, NIDK, dan NUP bagi usulan yang memenuhi syarat kepada
bebas narkoba (berlaku 1 tahun, min RS tipe C) pengusul.
« Scan surat pernyataan dari Pimpinan PT (bermaterai)
JANGKA WAKTU
Syarat tambahan untuk usulan NIDN: PENYELESAIAN
* Scan surat keterangan melaksanakan Tridharma 5
Perguruan Tinggi dari Pimpinan PT. Tldq'glk
« Surat perjanjian kerja bagi Non PNS dlpungut

BIAYA!!!
Syarat tambahan untuk usulan NIDK: c ‘
* Surat Perjanjian Kerja minimal 1 tahun

+ Surat ijin dari pimpinan instansi asal, jika ybs masih T~

pegawai atau karyawan aktif
- Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar Mengunggah usulan Mengunggah usulan

minimum dalam 1 semester 4 sks, yang disahkan oleh b ¢

Pimpinan PT.
Verifikasi usulan

* Untuk usulan dosen dari Luar Negeri (Asing):
a. Izin kerja di Indonesia TIDAK
a b. Minimal pendidikan S2 TIDAK 4p 4 TIDAK
v
Syarat untuk usulan NUP: ¥ VA

* Scan E-KTP/Surat keterangan domisili
* Soft Copy foto 4x6 berwarna dan menggunakan pakaian resmi
* Scan ljazah setiap jenjang pendidikan

* Scan surat Pernyataan dari Pimpinan Perguruan Tinggi (bermaterai)
tentang keabsahan dokumen yang diusulkan

5 * Scan Surat Perjanjian Kerja
'
»

* Mengajar minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
semester yang dibuktikan dengan surat keterangan
dari pimpinan perguruan tinggi;

* Untuk dosen asing agar menyertakan surat ijin kerja

v,

NIDN, NIDK, NUP
Terbit

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

4 LAPOR! _ _ .
Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Gedung D, Lantai 5, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SMS ke 1708 JI. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat

Website: www.lapor.go.id Telepon: 126 (ULT DIKTI)
kompetensipendidik@kemdikbud.go.id | www.dikti.kemdikbud.go.id
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